Salinan

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
KOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat
Daerah pemangku kepentingan dalam program Petani
Mandiri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ftentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679j;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menctapkan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegorc Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 53);

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 60);

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGOR(O NOMOR 48 TAHUN
2018 TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri
(Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor

48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Bojonegoro :

a. Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Program Petani Mandiri;

b. Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018
tentang Program Petani Mandiri,

diubah sebagai berikut:



1.
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Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai bertkut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintahh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro.

. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya  disingkat APBD adalah  Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah  Kabupaten
Bojonegoro.

.Satuan XKerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut -SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten
Bojonegoro.

_Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro.

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bojonegoro.

. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten

Bojonegoro.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Bojonegoro.

Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah  Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Bojonegoro.

Petani adalah warga negara Indonesia persecrangan
dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha
Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, dan/atau peternakan.

Program Petani Mandiri yang selanjutnya disebut PPM
adalah akses/program/manfaat kepada petani baik
berupa hibah atau akses/program/manfaat lainnya
untuk memberikan kesejahteraan dan kemandirian
bagi Petani.



15. Kartu Petani Mandiri Plus yang selanjutnya disebut
KPM Plus adalah Kartu yang diberikan kepada
keluarga petani atau peternak sesuai dengan kriteria
sebagaimana peraturan perundang-undangan scbagai
penanda/identitas sckaligus akses untuk
mendapatkan manfaat KPM Plus.

16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut POKTAN
adalah Kumpulan petani/peternak/pekebun yang
dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan
kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya,
kesamaan  komoditas, dan  keakraban untuk
meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut
GAPOKTAN adalah Kumpulan beberapa POKTAN yang
bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan

skala ekonomi dan efisiensi usaha.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, schingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Poktan mengajukan usulan permohonan penerbitan
KPM Plus kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian.

(2) Rumah  tangga/keluarga petaﬁi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi oleh
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Dinas
Peternakan dan Perikanan.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, schingga Pasal 8
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menerbitkan
KPM Plus berdasarkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Penerima KPM Plus



Pasal II

Peraturan Bupati imi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ANNA MUAWANAH
Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 49.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BCJONEGORO,

Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690405 198809 2 001




